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PERATUMN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 3i" TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOI\4I]R 45
TAHUN 2072 TENTANG PEN]ABAMN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BEIAT{JA DAERAFI

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2013

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,
Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerarhr Nomor l)

Tahun 20L2 tentang Anggaran Pendapatan dan Berernja Daeralr
Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 dan sehubungan dengern
Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 154L136741!i.l
tentang Bantuan untuk keluarga miskin di luar daftar Btisll4 pusat dern
perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeserctn antar unit
organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obryek belania
dan antar rincian obyek belanja serta untuk melaksanerkan progranr

dan kegiatan yang bersumber dari pergeseran aflglardfl sesuai

Mengingat

Persetujuan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimal<sud dalanr
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gororrlalo tentanrg;
Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Gorontal,o Nomor 4fli
Tahun lALZ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan;ia

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013;

Undang-Undang Nomor LZ Tahun 1985 tentang Pajerk Bumi darr
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .1985 Nomorr
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia lrlrcrilor 331;l)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nonror 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 6.1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor it569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea pr:rolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republilk Indonesia

Tahun L997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3688); n
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3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provin:;i

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 
2000

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones;ia

Nomor a050);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentarng Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Ne;ara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor !37, Tambahan Lemftrran Negara

Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuetngan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4i',

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5i,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lelmbararn

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6ti, Tambaharr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Reputlfik Indones;i,a

Nomor aaTD;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeralr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 l\omor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia lr,lomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denrgian Undanr3-

Undang Nomor LZ Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua ata:s

undang-undang Nomor 32 Tahun 2a04 tentang Pemerintahan Daeralr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ,Ilf44);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang F erimbangern
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinhhan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor L2\;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor,l.l38);

10.
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11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majerlis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Ral.ryat, Deyrian
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (t-embaniln
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Lt_=|, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 50a3);

12. undang-undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajerk Daerah ctan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20109
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repub,lik Indonesia
Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang pembentukarn
Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negerra Repubrik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lemllaran Negarra
Republik Indonesia Nomor S?3fl;

14. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepafa Daerah (Lemb,aral Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan k:mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 402g);

15. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun z0o4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewern penwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia 'rahun 

200.+
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Irrdonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diurbrah terakhir
dengan Peraturan pemerintah Nomor zr rahun za07 tentangy
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24'Tahun Z00zt
tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dlan Anggokr
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara p.epublihr
Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Fiepubrikr
Indonesia Nomor Nomor a7L2);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang lpengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negaria R.epublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negar,a
Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dania
Perimbangan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia lahun 200rt
Nomor !37, Tambahan Lembaran Negara Republili Incionesiir
Nomor 4575); 
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18. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sist,em
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlik Lndones;ia
Tahun 2005 Nomor 13g, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaern
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20c15
Nomor r40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia
Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang lredoman
Pembinaan dan pengawasan Atas penyelenggaraan F,emerrintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200Ii Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nclrnor,{593);

21. Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentanr3 pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaharn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 46t4.);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun z0a7 tentang Laporan
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada pemerintah, Laporern
Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewern
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan penyelenEgaraern

Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Ner3iara pepublil<

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lemtrerran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanq pernbagian

urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerint;,l-ran Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembilran Negarcl
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor gz, Tambahern Lembararr
Negara Republik Indonesia Nomor afil;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara
Pelaksanaan Tugas dan wewenang sefta Kedudukan Keuangarr
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sr:bagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 -l-ahun 

2011
tentang Tata cara pelaksanaan Tugas dan wewenang sefta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Ll
Nomor 44); h

\ l

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



Menetapkan

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 tentang Standerr

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun

2010 Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Reputtlik Indones;ia

Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentart€l Pinjamian

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20015 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norncr 5iLL9);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20L2:. Nomor 0tli,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272',t;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2tJL2 tentang

Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3,2 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lr:mbarian

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaian

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 20116

Nomor 03 Seri E);

30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09).

MEMUTUSI(AN :

: PERATUMN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUB,AHAN KELIIvI,A

ATAS PEMTURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 45 -TAHUN 2OL2

TENTANG PENJABAMN ANGGAMN PENDAPATAN DIIIN I]EI-AN.]A

DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2013

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2012 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 20"12
Nomor 45) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut :
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 11013 sebaglai

berikut:

2.

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja Tak Terduga

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. t90.742.L55.0112[,20

Rp. 725.527.944.3:1,1p0

Rp. 121.930.8e0.0(!(L@

JumlahPendapatan Rp. 1.038,20Ct.1189.328,2C1

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan

Rp. 275.667 .239.58!;,27

Rp. 0,00

Rp. 4.500.000.000,00

Rp. 180.09 1, 150.000,00

Rp, 1.000.000.000,00

Rp. 74.705.L9L.7 LSt,70

Rp. 18.210.000.000,00

Rp. 6.332.5a6.000.@

Rp. 560.506. 1 1"7 .30,+,97

Rp. 37.7L3.107.500,00

Rp. 289.987.69L.796,23

Rp. 190.s95.00a.39300

Rp. 518.295.€ieE-689,23

JumlahBelanja Rp. 1.078.801.9:20.994,20

Surplus/(Defisit) Rp. (a0.600.931.666,00)

75.600.931,666,00

35.000.000.00Ct,,99

Rp. a0.600.93[..@.04

Rp.

Rp.

Rp. o'oo 
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2013.

Agai' setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOI1 .34"
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
2 September 2013

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
2 September 2013


